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Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : o8 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

ANUGRAH 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan,

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian  madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam  Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirianfoperasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Keputusan Menteri
Agama tentang Pemberian 1zin Pendirian Raudhatul Athfal Anugrah 1

Undang-undang Nemear ; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pandidikan
Masional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Momaor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar
MNasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonssia
Momor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pamerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun
2015 Nomar 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5670) |

PP Momor 4B Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor %1,
Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) |
Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan{Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Momor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah deangan
Peraturan Pemerintah Momor 86 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3157) ;

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan Pragsarana untuk Sekolah
DasarMadrasah Iblidaiyan, Sekolah Menengah PertamaMadrasah
Tsanawiyah dan Sekolah Menengah AtasMadrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Masional Momor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Paraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Sisndar Pelsyanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota; -



Menetapkan

LESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan  Menteri Agama MNomor 890 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republil
Indonesia Tahun 2013 Nomeor 1382);

Keputuzan Direlktur Jenderal Pendidikan Islam Namor 1365 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah  Yang
Diselengaarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan I1slam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Pelunjuk Teknis Perpanjangan lzin  Pendinan
Madrasah, Pensrbiten Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Fenerbitan Surat Kslerangan
Kerdsakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAMN 1Z1M
PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ANUGRAM 1 .
Memberilkan perpanjangan izin pendirian foperasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lamgiran vang
merubakan bagian tidak terpisahkan dari Keputuzan ini.

Pemberian izin cperasional sebagaimana dimaksud dalam Diklum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

' melakukan pelanggaran  sesuai dengan ketentuan peraluran

perundang-undangan.
Keputuszan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal |5 Agustus 2016
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGANMA REFLUBLIK INDOMESIA
NOMOR : &5 0f TANGGAL S AGUSTUS 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN! OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
ANUGRAH 1

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

Mama Madrasah

RA Anugrah 1

Mamor Statiztik Madrasah

1012 7604 0057

Alamat Madrasah

JI.Poros Tanasi

Desa ! Kalurahan Tuttula

Kecamatan Tapango

Kabupaten / Kota Polewali Mandar

Provinsi Sulawesi Baraf

' Nama Organisasi Penyelengaara

Yayasan Haji Faizal Sahara

Akte Motaris Organisasi
Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

Nomer :01 Tanggal 02-Mei-2013

| Momor: AHU-3959 AH.01.04 Tahun 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

o~ KEPALA KANTOR WILAYAH

WA AKEMENTERIAN AGAMA

-~ PROVINS| SULAWES| BARAT,




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B- 670 B /KW.31.2/5/PP.00/08/2016

Diberikan Kepada :
Mama Madrasah : RAANUGRAH 1
Alamat : Jl.Paras Tanasi
Desa f Kelurahan : Tuttula
Kecamatan : Tapangse
Kabupaten [ Kota : Polewall Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan HAN PAISAL SAHARA
Akte Motaris Penyelenggara @ 01
Pengesahan Akte Notaris ¢ AHL-3955 AH.01.04.Tahun 2013
Tanggal Pendirian 1 2011
Dengan Nomar Statistik Madrasah (NSM)
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Mamuju, |5 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMESIA
... KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
A7 0 PROVINSI SULAWES] BARAT,
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